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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan mengevaluasi akuntabilitas jaksa 

penuntut dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kota 

Palangka Raya, serta untuk meneliti tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam hal ini di 

Kejaksaan Kota Palangka Raya. Metodologi penelitian menggunakan analisis hukum empiris yang 

dilengkapi dengan riset bibliografi. Kejaksaan adalah lembaga hukum yang berfungsi sebagai 

lembaga pemanggil publik dan bertugas menjaga barang bukti dan barang sitaan dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia. Subjek penelitian berkaitan dengan akuntabilitas jaksa penuntut 

dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kejaksaan Kota 

Palangka Raya, serta tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam proses pengelolaan ini di Kota 

Palangka Raya. Temuan studi menunjukkan bahwa kejaksaan bertugas mengelola barang bukti dan 

aset sitaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2014, yang mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman 

Pemulihan Aset. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola barang bukti dan barang sitaan di Kota 

Palangka Raya meliputi anggaran pemeliharaan yang terbatas dan fasilitas penyimpanan yang 

tidak memadai.  

Kata kunci : barang bukti ; barang rampasan ; jaksa ; pidana 

 

A. Pendahuluan  

Kejaksaan bertindak sebagai lembaga yang memanggil 

masyarakat, kepolisian bertindak sebagai detektif dan penyelidik, dan 

pengadilan memutuskan kasus pidana. Bagian-bagian atau komponen-

komponen ini diperlukan agar prosedur penegakan hukum dapat 

dilaksanakan. Sistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah sistem 

di mana semua elemen ini saling bergantung dan tidak dapat 
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mailto:kikikristanto@law.upr.ac.id
mailto:hilyatulasfia@law.upr.ac.id
mailto:lista2000triana@gmail.com


dipisahkan satu sama lain. Sebagai petugas penegak hukum, kejaksaan 

harus berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan hukum. 1 

Baik dalam kasus pidana umum maupun khusus, upaya 

penegakan hukum difokuskan pada pengelolaan bukti sebagai 

komponen penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. 

Tugas penegak hukum terkait erat dengan bukti. Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana memiliki pasal yang mengatur 

bagaimana petugas penegak hukum melaksanakannya. Darwin Prints 

mendefinisikan bukti sebagai bukti yang menunjukkan bahwa suatu 

kejahatan telah dilakukan dan bahwa jaksa penuntut telah melakukan 

kesalahan dan harus dimintai pertanggungjawabannya. 2 

Dalam leksikon bahasa Indonesia, objek didefinisikan sebagai aset 

berharga atau barang fisik, sedangkan penyitaan merujuk pada 

tindakan menyita dan menahan barang-barang tertentu, yang 

dilakukan sesuai dengan keputusan pengadilan atau oleh aparat 

penegak hukum. Bukti adalah komponen faktual yang memberikan 

gambaran sebenarnya tentang keberadaan suatu tindakan kriminal; 

bukti adalah suatu barang atau objek yang tidak diragukan lagi ada 

untuk menunjukkan kebenaran materiil mengenai suatu masalah 

dalam suatu topik atau tindakan kriminal.  

Bersamaan dengan itu, barang sitaan negara berfungsi sebagai 

bukti yang telah memperoleh status hukum tetap, disita untuk 

keperluan negara, yang selanjutnya dapat dimusnahkan, dilelang 

untuk kepentingan negara, dialihkan ke lembaga yang ditunjuk untuk 

digunakan, atau diserahkan ke Gudang Penyimpanan Barang Sitaan 

Negara, selanjutnya disebut sebagai RUPBASAN, untuk keperluan 

pembuktian dalam kasus lain.  

Pasal 130 KUHAP menyatakan bahwa: “Barang sitaan disimpan 

di fasilitas penyimpanan negara. Pasal 1, angka 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana 

menetapkan bahwa Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, 

selanjutnya disebut RUPBASAN, berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan barang sitaan Negara untuk proses peradilan”. 

 
1 M Effendy, Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum (Gramedia Pustaka 
Utama, 2005), https://books.google.co.id/books?id=fnGtQk0JBBQC. 
2 S.H.M.H. Dr. Nur Alim Rachim, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Suatu Kajian Benda Sitaan 
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Penyalahgunaan Narkotika (PENERBIT KBM 
INDONESIA, 2025), https://books.google.co.id/books?id=nIubEQAAQBAJ. 



RUPBASAN adalah fasilitas tempat barang-barang sitaan negara 

disimpan sambil menunggu proses pengadilan. RUPBASAN dibentuk 

di setiap distrik atau ibu kota kota, dan cabang dapat didirikan sesuai 

kebutuhan.3 

Selain memiliki kewenangan untuk memproses dan menangani 

pelaku tindak pidana, Kejaksaan juga diwajibkan untuk menyediakan 

bukti yang digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan mereka. 

Bukti fisik dan bentuk bukti lainnya penting karena dapat memberikan 

wawasan tentang terjadinya suatu kejahatan.  

Dalam hal pengelolaan barang bukti dan harta sitaan, Kejaksaan 

sangat penting. Mengamankan dan menyingkirkan barang bukti yang 

diduga terkait dengan kejahatan, melindungi barang bukti tersebut, 

dan menangani barang sitaan setelah putusan pengadilan menjadi sah 

secara hukum adalah beberapa tanggung jawab utamanya.  

Pasal 130 ayat (3) KUHP mengatur bahwa pengelolaan barang 

sitaan harus dilaksanakan secara optimal dan semaksimal mungkin 

untuk menjaga nilai ekonominya, Yang artinya bahwa pengelolaan 

benda sitaan sangat berpengaruh pada nilai ekonomis dari suatu 

barang. Namun dalam pengelolaan barang bukti pasti masih 

mengalami kendala seperti barang bukti yang mudah terlebur karena 

dapat mempengaruhi ketidak lengkapan barang bukti pada saat 

dilakukannya penyelidikan.  

Manajemen bukti adalah proses menerima, menyimpan, 

melestarikan, memelihara, memindahkan, dan menyimpan dokumen 

pribadi dari suatu ruangan atau ke tempat penyimpanan yang 

ditentukan. Manajemen bukti yang efektif juga akan mempermudah 

pembuktian suatu kejahatan. Sama pentingnya dengan apakah bukti 

tersebut dapat diterima di pengadilan atau tidak, adalah bagaimana 

kita memastikan bukti tersebut diterima oleh pengadilan.4 

Akibat kurangnya perkembangan kasus, ditemukan bukti kayu 

yang membusuk, menurut unggahan berita daring dari Humas 

 
3 Rachmatika Lestari, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida, “Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak 
Pidana” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (2020). 
4 Muhammad Helmawansyah, “Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti 
Dalam Perkara Pidana” Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 7, no. 2 (2021): 527–41. 



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. 

Nilai ekonomi material tersebut pada akhirnya akan menurun akibat 

situasi yang jelas negatif ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, 

material lain yang mungkin rusak juga akan kehilangan sebagian nilai 

ekonominya jika ditangani secara tidak tepat. 5 

Jika seorang hakim mengizinkan pengembalian barang bukti 

yang telah dikumpulkan kepada pemiliknya sebelum disita, para 

penyelidik dan negara dapat menghadapi konsekuensi hukum. 

Sebaliknya, kerusakan atau penurunan nilai barang sitaan akan 

memperburuk kerugian negara jika hakim memutuskan bahwa barang 

tersebut harus tetap disita dan menjadi milik negara. Putusan hakim 

yang patut dicontoh adalah putusan yang memberikan keadilan bagi 

semua pihak yang terlibat. 

Studi serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Oppon B Siregar, 

yang berfokus pada jurnal penelitian mengenai Akuntabilitas Jaksa 

Penuntut Umum dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Sitaan 

dari Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Studi 

ini menekankan analisis yuridis emris, khususnya prosedur 

pengelolaan barang bukti dan barang sitaan dari kegiatan kriminal oleh 

Kejaksaan, terutama dalam kasus-kasus di mana barang bukti tersebut 

diputuskan untuk dikembalikan, disita untuk kepentingan negara, atau 

rusak. Bersamaan dengan sanksi administratif bagi jaksa penuntut 

umum yang melakukan pelanggaran.6 

Untuk menyajikan gambaran realistis tentang implementasi dan 

mengidentifikasi tantangan serta penyesuaian yang diperlukan, studi 

tentang tanggung jawab jaksa penuntut dalam menangani barang bukti 

yang rusak dan barang sitaan di Kota Palangka Raya ini sangat penting. 

Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa sistem pengelolaan barang 

bukti dan barang sitaan berfungsi secara profesional dan mendorong 

penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. 

 
5 Humas Kemenkumham Kalteng, “Kontrol Barang Bukti Di Gudang Terbuka Rupbasan” 
MMCKalteng, 2020, https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/11233/index.html. 
6 Siregar, “Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan 
Tindak Pidana:(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan).” 



Informasi latar belakang yang diberikan di atas berfungsi sebagai 

dasar untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap sejumlah masalah 

penting yang akan diteliti dalam studi ini: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap jaksa dalam pengelolaan 

barang bukti dan barang rampasan tindak pidana yang rusak Kota 

Palangka Raya? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan 

pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kota Palangka 

Raya? 

 

 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan hukum empiris yang didukung oleh 

tinjauan pustaka. Data primer dikumpulkan melalui temuan 

wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui buku, 

jurnal, undang-undang, dan materi lainnya. Lokasi penelitian 

dilakukan pada Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya. Analisis 

penelitian dengan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang 

mendalam kemudian data disajikan untuk dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan dari suatu data.  

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang 

Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Yang Rusak Kota 

Palangka Raya.  

Sebagai lembaga hukum, Kejaksaan bertanggung jawab atas dan 

berhak menggunakan semua barang bukti yang disita baik untuk 

eksekusi maupun untuk tujuan pembuktian suatu kasus pada tahap 

pemanggilan. Pengalihan tanggung jawab dari penyidik ke Kejaksaan 

merupakan langkah pertama dalam menangani barang dan bukti yang 

disita.  

Dalam wawancara Bersama bapak Bambang Heru Dewantho, S.H 

sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, 

menjelaskan bahwa salah satu peran penting dan tahap pertama dalam 

pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dimulai dari 



penyerahan barang oleh Penyidik, Setelah barang dari Penyidik 

terbukti sebagai alat dari suatu tindak pidana maka akan dilakukan 

penyitaan secara periodik .  

Dimulai dari Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan 

dan meminta Persetujuan dari pihak pengadilan setempat, dalam 

wawancara bersama bapak Bambang Heru Dewantho, S.H juga 

mengatakan  untuk menjaga dan mengantisipasi barang tersebut hilang 

dan untuk menjaga agar tidak adanya kesalahpaham dikemudian hari  

setelah disetujui maka akan diuraikan apa saja barang yang akan disita 

secara lengkap kedalam berita acara. Seperti penyitaan kendaraan yang 

harus disertai dengan kelengkapannya yaitu Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK)  dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 

Nomor kerangka dan Plat nomor kendaraan.  

Setelah semua berkas selesai diproses, identifikasi dan verifikasi 

akan dilakukan sesuai dengan surat perintah P16, yaitu Surat Perintah 

Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan 

Investigasi Kasus Pidana. Jika sudah selesai, Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) akan mengeluarkan surat P21, yaitu kode administrasi jaksa 

penuntut umum yang menunjukkan bahwa berkas kasus tindak lanjut 

telah selesai dan diserahkan ke pengadilan untuk diadili, mengakhiri 

tahap pemeriksaan kepolisian dan memulai tahap selanjutnya. 

Selanjutnya Barang Bukti dan Barang Rampasan diserahkan kepada 

petugas Pemeliharaan Aset Barang Sitaan dan Barang Rampasan.  

Dalam wawancara lebih lanjut untuk barang yang sering diterima 

oleh dan dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya yaitu 

kendaraan, Barang sitaan berupa kendaraan yang terbukti digunakan 

untuk melakukan kejahatan maka dapat dititipkan dikejaksaan atau 

RUPBASAN atau dapat dipinjampakaikan kepada pemiliknya oleh 

jaksa penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri.  

Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa banyak barang bukti 

berupa kendaraan bermotor yang seharusnya dikembalikan kepada 

pemiliknya namun barang tersebut ternyata telah lama disimpan di 

kejaksaan tanpa adanya kejelasan dari pemiliknya, hal seperti ini akan 

membuat bertumpuknya barang bukti. Kendaraan adalah benda yang 

dapat cepat rusak jika tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Namun 



beberapa kasus yang belum mendapatkan putusan tetap juga akan 

mempengaruhi pengelolaan barang bukti. Dengan menumpuknya 

barang bukti dan barang rampasan tentu akan membuat pengelolaan 

barang yang harus dilakukan secara khusus dan membutuhkan biaya 

yang cukup tinggi. 

Penumpukan bukti terkait narkoba yang tidak dihilangkan secara 

efisien ketika menjadi mengikat secara hukum; karena bukti terkait 

narkoba harus terus menghindari pihak berwenang, pembuangan 

cepat diperlukan. Investigasi bertanggung jawab untuk melakukan 

penghancuran bukti, sementara kejaksaan mengambil bagian dalam 

pelestarian dan pemeliharaannya. Menentukan status narkoba dan 

prekursor sitaan untuk digunakan semata-mata untuk tujuan 

pembuktian kasus adalah tujuan dalam praktiknya. Ini menyiratkan 

bahwa barang-barang tersebut akan tetap berada di ruang 

penyimpanan barang bukti untuk jangka waktu yang cukup lama jika 

penghancuran tidak dilakukan, yang dapat mengakibatkan 

inkonsistensi dalam administrasi dan penyimpanannya. 

Penulis menganalisis bahwa tugas kejaksaan untuk mengelola 

barang bukti dan barang sitaan harus mematuhi aturan pengelolaan 

barang bukti dan barang sitaan berdasarkan temuan wawancara yang 

disebutkan di atas. Aturan-aturan ini akan menetapkan pengelolaan 

yang profesional dan bertanggung jawab. Pedoman Jaksa Agung 

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Kejaksaan Indonesia 

adalah aturan yang mengatur hal ini. Tidak semua barang dapat 

ditangani secara sama ketika menyangkut berbagai jenis barang bukti 

dan barang sitaan. Misalnya, menurut Pasal 132 ayat (1) KUHP, benda-

benda yang berbahaya, dilarang, atau dilarang dimusnahkan, disita 

untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan persetujuan 

kepala pengadilan distrik, baik tersangka, terdakwa, atau 

pengacaranya hadir atau tidak. Namun, barang-barang tersebut dapat 

sebagian disisihkan untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan. 

Protokol berikut untuk memproses barang bukti narkoba 

didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-

018/A/JA/08/2015 tentang pemrosesan barang bukti narkoba dan 

prekursor narkoba:  



1. Detektif polisi atau penyidik lainnya memberitahukan kepala kantor 

kejaksaan setempat tentang penyitaan dan menanyakan status 

barang bukti narkoba dan prekursor. Setelah penyitaan, 

pemberitahuan harus diterima tiga kali dalam jangka waktu 24 jam. 

Pemberitahuan penyerahan dan permintaan status dapat ditolak jika 

batas waktu terlampaui. 

2. Dalam waktu tujuh hari, kepala kantor kejaksaan harus 

mengkonfirmasi status narkoba dan prekursor yang disita. Sesuai 

dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan 

hukuman pidana. 

3. Penentuan status barang sitaan, jika memungkinkan, harus 

mencakup pemusnahan kecuali ada permintaan untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk tujuan pendidikan dan 

pelatihan. 

4. Seluruh berkas kasus harus diberikan jika narkoba dan prekursor 

narkoba yang dicurigai dimusnahkan saat polisi melakukan 

penyelidikan. 

 

a. Catatan penghancuran yang diamati oleh Badan Pengawas Obat 

dan Makanan dan/atau personel kantor kejaksaan, dengan jaksa 

penyidik mendapat prioritas. 

b. Foto-foto barang bukti sebelum dan sesudah dihancurkan. 

c. Hasil analisis laboratorium untuk keberadaan narkotika dan 

prekursornya. 

d. Tanda tangan pada obat-obatan yang tersisa dan bukti prekursor 

narkotika, termasuk hasil analisis laboratorium. 

e. Otorisasi penyitaan atau surat persetujuan dari pengadilan distrik 

setempat. 

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Pemulihan Aset di dalam Kejaksaan Indonesia, peraturan 

pinjaman untuk penggunaan ini melengkapi Pasal 130 ayat (2) KUHP, 

yang menetapkan bahwa barang sitaan dapat disimpan di tempat 

penyimpanan barang sitaan negara, tempat yang ditentukan oleh 

penyidik untuk keperluan penyelidikan, dan tempat yang ditentukan 

oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan. 



Dalam proses pidana, jika tidak terbukti bahwa barang bukti dan 

barang sitaan merupakan hasil kejahatan, barang-barang tersebut 

dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan Pasal 

134 KUHP. Aturan ini menetapkan bahwa barang sitaan harus 

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam waktu tujuh hari 

ketika barang tersebut tidak lagi diperlukan untuk alasan penyelidikan, 

pemrosesan, pemanggilan, pertimbangan kepentingan umum, atau 

penutupan kasus secara hukum. Dalam persidangan pidana, tidak 

semua barang bukti atau barang sitaan dapat dikembalikan kepada 

pemiliknya jika barang tersebut ditentukan sebagai hasil kejahatan 

yang melibatkan negara. 

Tanggung jawab seorang jaksa penuntut umum meliputi 

kejujuran dan pengelolaan barang bukti serta harta sitaan. Jaksa 

penuntut umum dilarang secara hukum untuk memiliki, menjual, 

membeli, menggadaikan, atau meminjamkan barang bukti, barang 

sitaan, atau aset negara, sesuai dengan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Jaksa 

Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik 

Jaksa Penuntut Umum dan Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode 

Etik Jaksa Penuntut Umum.  

Jika adanya perbuatan melanggar kode etik tersebut tentu akan 

dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika seorang jaksa 

terbukti melakukan tindak pidana, dengan adanya peraturan tentang 

kode etik seorang jaksa maka semua orang sama dimata hukum maka 

seorang jaksa pun dapat dihukum jika terbukti melakukan 

pelanggaran.  

Berdasarkan undang-undang hukum acara pidana di Indonesia, 

jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas setiap barang bukti yang 

hilang atau rusak atau harta benda yang disita. Peraturan tertentu 

mengharuskan jaksa untuk melindungi, menjaga, dan menangani 

barang-barang tertentu hingga persidangan selesai. Prosedur 

pembuktian di pengadilan akan lebih rumit jika barang bukti 

dihancurkan. 

Alat-alat kejahatan yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja 

merusak atau menghilangkan benda-benda didefinisikan dalam Pasal 

278 ayat (1) KUHP sebagai barang, alat, atau sarana yang digunakan 



untuk melakukan kejahatan atau objek kejahatan, atau hasil yang dapat 

dijadikan bukti fisik kejahatan, atau ketika disembunyikan, 

dihilangkan, diubah, atau dihancurkan, atau ketika dihilangkan dari 

pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, ayat (2) 

menetapkan bahwa hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara 

atau hukuman maksimal kategori VI dapat dijatuhkan jika pelanggaran 

tersebut dilakukan oleh pejabat pengadilan atau petugas pembela 

hukum. 

Jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa kesalahan pidana dapat 

menyebabkan hukuman yang lebih berat jika jaksa melanggar barang 

bukti dan barang sitaan. Hal ini menyoroti pentingnya kejujuran 

seorang jaksa, dan opini publik terhadap kantor kejaksaan juga akan 

dipengaruhi oleh kemampuan jaksa untuk bertanggung jawab atas 

tindakan mereka. 

Dalam penegakan hukum, jaksa memegang peran fungsional 

khusus sebagai pejabat sipil. Sanksi etik dapat diterapkan jika seorang 

jaksa dinyatakan telah melanggar kode etik kejaksaan. Jaksa yang 

terbukti melanggar standar etik akan menghadapi hukuman. Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik 

Jaksa dan Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Jaksa 

mengatur kode etik bagi jaksa. 

Sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin profesional 

atas pelanggaran seperti menerima suap, memalsukan bukti, atau 

melanggar izin. Setelah penyelidikan, sanksi diterapkan melalui 

prosedur Pengadilan Kode Etik Jaksa. Pemberhentian tidak terhormat 

dari jabatan, kelalaian kronis dalam menjalankan tugas, atau tuntutan 

pidana dengan hukuman penjara minimal dua tahun termasuk di 

antara sanksi yang dapat dihadapi oleh jaksa penuntut umum. Sanksi-

sanksi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang 

mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa 

Agung Republik Indonesia. 

Menurut Pasal 21 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2024, fungsi penuntutan dapat ditangguhkan 

sementara hingga penyelidikan selesai atau diakhiri. Ini adalah 

konsekuensi administratif ringan. Dengan persetujuan Jaksa Agung, 



Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan dapat memutuskan untuk 

memberikan pembebasan sementara dalam situasi ini. 

Dengan demikian, tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah 

untuk menjaga agar aparat kejaksaan berjalan lancar dengan 

memeriksa bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, sangat penting bagi para 

jaksa dan personel administrasi yang ditunjuk untuk mengawasi pen 

barang sitaan dan barang yang dirampas setelah suatu peristiwa 

kriminal untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga, 

mengamankan, mengembalikan, dan mengevaluasi barang-barang 

tersebut sesuai dengan semua peraturan yang relevan. 

 

2. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Dalam Melaksanakan Pengelolaan 

Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kota Palangka Raya. 

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kota Palangka 

Raya yang dilakukan oleh jaksa sudah berjalan dengan baik namun 

beberapa kendala menyebabkan kurang optimalnya pelaksaan. Dalam 

wawancara bersama bapak Bambang Heru Dewantho sebagai Jaksa 

Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya mengatakan 

bahwa pengelolaan barang bukti dan rampasan di Kota Palangka Raya 

masih mendapatkan kendala seperti anggaran pemeliharaan barang 

bukti yang terbatas, terdapat beberapa barang bukti perlu memiliki 

anggaran pemeliharaan yang tinggi karena kondisinya yang cepat 

rusak, dengan  anggaran pemeliharaan yang terbatas maka akan 

menjadi kendala dalam pengelolaan barang bukti, Keterbatasan dana 

ini dapat membatasi kemampuan organisasi atau institusi dalam 

melakukan pemeliharaan secara rutin dan menyeluruh. Akibatnya, 

perawatan sering kali dilakukan secara minimal atau hanya bersifat 

sementara, sehingga tidak mampu mencegah kerusakan yang lebih 

besar di kemudian hari. 

Selain itu juga terdapat ruang penyimpanan yang tidak memadai, 

berdasarkan fakta lapangan bahwa barang bukti masih dapat 

dikatakan menumpuk karena keterbatasan ruang penyimpanan seperti 

kendaraan besar yang hanya di letakkan di halaman Kejaksaan Negeri 



tanpa adanya penutup ataupun atap untuk kendaraan tersebut hanya 

diletakkan di ruang terbuka, barang bukti tersebut tentu akan menjadi 

cepat rusak karena ruang penyimpanan yang tidak memadai. Dengan 

menumpuknya juga beberapa barang-barang lainnya juga akan 

memperkecil ruang penyimpanan sehingga sangha susah untuk 

dilakukan pemeliharaan.  

Kriteria berikut harus menjadi panduan dalam pelaksanaan 

upaya pemulihan aset: efektivitas, yang berarti bahwa tindakan harus 

berhasil, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan yang dimaksud. 

Efisiensi mensyaratkan bahwa operasi pemulihan aset harus 

diselesaikan sesegera mungkin, dengan biaya seminimal mungkin, dan 

dengan hasil sebaik mungkin. 

Transparansi berarti bahwa publik dan pihak-pihak terkait dapat 

mengawasi operasi pemulihan aset berdasarkan kepentingan mereka. 

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan 

operasi pemulihan aset sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

relevan. Selain itu, operasi tersebut harus dilaksanakan secara 

terintegrasi, yang berarti bahwa operasi pemulihan aset merupakan 

satu kesatuan yang utuh dalam satu sistem yang tidak dapat 

dipisahkan menjadi beberapa bagian. 

Berdasarkan wawancara yang disebutkan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa strategi yang efektif dapat digunakan untuk 

mengatasi tantangan yang tersisa dalam penanganan bukti dan aset 

yang membingungkan. Hal ini mencakup memberikan kapasitas 

penyimpanan yang lebih besar kepada para pemimpin dan 

mengkategorikan bukti berdasarkan jenisnya untuk mencegah 

penumpukan materi yang tidak tepat. 

Penyidik dan jaksa penuntut umum bekerja sama untuk 

mempercepat proses penentuan keabsahan hukum bukti. Rencana 

reformasi kelembagaan ini juga mencakup pendidikan bagi para 

petugas dalam keterampilan teknis dan administratif untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bukti. 7 Selain itu 

 
7 Implementasi Pengelolaan et al., “Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di 
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru” 8, no. 1 (2025): 123–40. 



juga untuk mengatasai masalah tersebut perlu mengajukan 

permohonan kepada yang berwenang untuk mengusahakan bantuan 

anggaran dan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan 

pengelolaan barang bukti. Kemudian, laksanakan putusan tersebut 

sesegera mungkin, khususnya untuk barang sitaan atau barang yang 

dirampas yang memiliki nilai ekonomi signifikan atau barang yang 

mudah dimusnahkan, Dengan adanya proses eksekusi yang cepat dan 

penangan yang tepat maka kendala pengelolaan barang bukti dan 

barang rampasan dapat diminimalisir.   

Selain itu Dalam melaksanakan manajemen pengelolaan aset 

harus memperhatikan prinsip mata rantai pengelolaan tidak terputus 

(Chain of Custody/CoC), yaitu serangkaian kegiatan pengelolaan asset 

mulai dari sejak penerimaan sampai dengan penyelesaiannya, 

termasuk setiap perpidahannya. Tujuan dari mata rantai tidak terputus 

ini untuk mendukung proses pembuktian, mengurangi resiko 

penyalahgunaan sampai dengan mempermudah proses penyelesaian 

benda sitaan.  

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Pemulihan Aset di dalam Kejaksaan Republik Indonesia, 

penyimpanan barang sitaan, barang bukti, barang sitaan negara, 

barang sitaan eksekusi, dan/atau aset lainnya yang terlibat di 

dalamnya adalah di gedung barang bukti, fasilitas penyimpanan 

barang sitaan negara, atau lokasi alternatif di dalam lingkungan kantor 

kejaksaan, dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, nilai 

guna, dan nilai ekonominya. 

Gedung barang bukti harus memenuhi persyaratan standar yaitu 

pintu dan jendela gedung dipasang terali besi, kemudian dipasangi 

dengan kode keamanan, lalu terdapat CCTV, dan alat pemadam 

kebarakan, serta pengatur suhu dan pendingin udara dan lainnya.  

Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan penggunaan 

akuntabilitas guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, 

akuntabilitas, dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan operasi 



barang. Hal ini untuk mencegah ditemukannya izin yang melampaui 

batas. 8 

Dari penjelasan diatas pengelolaan barang bukti dan barang 

rampasan sangat penting dilakukan, dengan berbagai kendala yang 

dihadapi diharapkan juga peningkatan kinerja pegawai dalam proses 

penerimaan barang sitaan, Dengan adanya pengelolaan yang baik 

maka pelayanan berkualitas dan akuntabilitas publik lebih baik, hal 

juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap 

kejaksaan dan memperkuat reputasi dari suatu instansi.  

 

D. Penutup  

Penulis dapat menarik kesimpulan berikut berdasarkan hasil 

percakapan yang telah disebutkan di atas :  

1. 1. Jaksa penuntut umum sangat penting dalam penanganan barang 

sitaan dan bukti. Konflik kewenangan membuat jaksa penuntut 

umum sulit dimintai pertanggungjawaban atas barang sitaan dan 

harta benda sitaan, terutama selama fase penegakan hukum. Barang 

sitaan dan bukti tertentu tidak dapat ditangani dengan cara yang 

sama seperti narkoba. Hingga prosedur selesai, jaksa penuntut 

umum memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, dan 

mengawasi aset-aset tersebut. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 

Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Kantor Kejaksaan Indonesia 

mengatur penanganan barang sitaan dan harta benda sitaan. Jaksa 

penuntut umum dapat menerapkan konsekuensi administratif di 

dalam kantor kejaksaan, seperti pemberhentian tidak hormat atau 

penangguhan sementara dari tanggung jawabnya, dan hukuman 

penjara selama sembilan tahun jika terbukti bersalah, jika mereka 

menghancurkan atau menghapus bukti karena kesalahan mereka 

sendiri. 

2. 2. Dengan kebijakan pengelolaan barang sitaan dan bukti yang 

berlaku saat ini, Kota Palangka Raya memiliki pengelolaan barang 

sitaan dan bukti yang sangat baik. Namun masih ada sejumlah 

tantangan, seperti anggaran pemeliharaan yang kecil dan ruang 

 
8 J H Arsyad and D Karisma, Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Sinar 
Grafika, 2022), https://books.google.co.id/books?id=lZVfEAAAQBAJ. 



penyimpanan yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemeliharaan 

seringkali dilakukan secara tidak memadai atau hanya sementara, 

yang membuat mustahil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di 

masa mendatang. Salah satu solusi yang mungkin adalah 

mengkonfirmasi status bukti lebih cepat, kemudian mengajukan 

permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk meningkatkan 

biaya anggaran pemeliharaan. Selain itu, proses eksekusi perlu 

diselesaikan lebih cepat untuk menghindari pengiriman barang 

yang membutuhkan pemeliharaan mahal. Reputasi lembaga akan 

meningkat dan kepercayaan publik terhadap kantor kejaksaan akan 

terpengaruh oleh peningkatan manajemen, layanan berkualitas 

lebih tinggi, dan akuntabilitas publik yang lebih besar. 
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